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ABSTRAK

Guffron Abdul Azis, 2025 “Kebijakan Kepala Madrasah Dalam
Mengimplementasikan UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 14
Tentang Hak dan Kewajiban Terhadap Kesejahteraan Guru
(Studi Kasus MAN 1 Alor Nusa Tenggara Timur)”. Tesis:
Magister Manajemen Pendidikan Islam, Pembimbing: Dr. M.
Chabibi, Lc¢., M.Hum., MLIP.

Kesejahteraan guru merupakan elemen fundamental dalam menunjang
kualitas pendidikan, namun dalam realitasnya, khususnya bagi guru honorer di
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Alor, implementasi hak-hak kesejahteraan
yang diatur dalam Pasal 14 UU No. 14 Tahun 2005 masih menghadapi tantangan
signifikan. Pasal tersebut menegaskan bahwa guru berhak memperoleh
penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum serta jaminan kesejahteraan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Kebijakan kepala madrasah
di MAN 1 Alor dalam mengimplementasikan Pasal 14 UU No. 14 Tahun 2005
tentang hak dan kewajiban kesejahteraan guru. (2) Kendala yang dihadapi kepala
madrasah di MAN 1 Alor dalam merealisasikan kesejahteraan guru sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005. Penelitian ini
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan rancangan studi kasus (case
study), dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar, bukan
angka-angka. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala madrasah di MAN 1 Alor
memiliki komitmen kuat dalam mengimplementasikan kebijakan terkait hak-hak
guru, termasuk kesejahteraan, penghasilan layak, jaminan sosial, dan
pengembangan profesional. Kebijakan ini disusun melalui proses penyusunan
agenda, formulasi, adopsi, implementasi, dan evaluasi yang melibatkan dewan
guru dan komite madrasah.

Namun, pelaksanaan kebijakan menghadapi berbagai kendala seperti
keterlambatan pencairan tunjangan profesi, keterbatasan anggaran, koordinasi
antarinstansi yang kurang optimal, akses pelatihan yang terbatas, serta perbedaan
pemahaman guru terhadap isi undang-undang. Kepala madrasah tetap berupaya
mengatasi kendala tersebut dengan optimalisasi sumber daya, penguatan
komunikasi, serta pelaksanaan program alternatif internal maupun daring.

Implikasi kebijakan ini meliputi peningkatan kesejahteraan guru,
perbaikan manajemen madrasah, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan
kebijakan pendidikan nasional, serta pengembangan profesionalisme kepala
madrasah. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi lintas
lembaga dan penyesuaian kebijakan berbasis kebutuhan lokal.

Kata Kunci: Kebijakan Kepala Madrasah, Implementasi Pasal 14 UU Guru dan
Dosen dan Kesejahteraan Guru.



ABSTRACT

Guffron Abdul Azis, 2025 “Madrasah Principal's Policy in Implementing
Law No. 14 of 2005 Article 14 Concerning the Rights and
Obligations Regarding Honorary Teacher Welfare (Case Study
of MAN 1 Alor, East Nusa Tenggara)”. Thesis: Master of
Islamic Education Management, Mentor: Dr. M. Chabibi, Lc.,
M.Hum., MLIP.

Teacher welfare is a fundamental element in supporting the quality of
education. However, in practice—particularly for honorary teachers at MAN 1
Alor—the implementation of welfare rights regulated in Article 14 of Law No. 14
of 2005 still faces significant challenges. This article affirms that teachers are
entitled to an income above the minimum living needs as well as social welfare
guarantees.

This study aims to analyze: (1) The principal’s policy at MAN 1 Alor in
implementing Article 14 of Law No. 14 of 2005 concerning teachers' welfare
rights and obligations. (2) The obstacles faced by the principal in realizing teacher
welfare in accordance with the provisions of the law. This research uses a
qualitative descriptive approach with a case study design, where the data collected
consists of words and images, not numbers. Data were obtained through
observation, interviews, and documentation.

The results show that the principal at MAN 1 Alor demonstrates a strong
commitment to implementing policies related to teacher rights, including welfare,
decent income, social security, and professional development. These policies were
developed through agenda setting, formulation, adoption, implementation, and
evaluation involving the teaching council and school committee.

However, policy implementation faces various challenges such as delays
in the disbursement of professional allowances, budget constraints, suboptimal
inter-agency coordination, limited access to training, and differing understandings
among teachers regarding the law's content. The principal continues to overcome
these challenges by optimizing resources, strengthening communication, and
implementing internal or online alternative programs.

The implications of this policy include improved teacher welfare, better
school management, enhanced education quality, strengthened national education
policy, and professional development of principals. This study recommends
enhanced inter-institutional coordination and policy adjustments based on local
needs.

Keywords: Principal's Policy, Implementation of Article 14 of the Teacher
and Lecturer Law and Teacher Welfare.
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